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Abstract. The rapid growth of the digital economy has accelerated the use of electronic contracts, which are 

commonly drafted using standard clauses. While these clauses enhance transactional efficiency, they may also 

create an imbalance in bargaining power because consumers have no opportunity to negotiate the contract terms. 

This study aims to examine the regulation of standard clauses in electronic contracts under Indonesian positive 

law and evaluate the effectiveness of Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection following 

Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XX/2022. This research employs a normative legal method using 

statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on legislation, court 

decisions, and scholarly literature and analyzed qualitatively through normative interpretation. The findings 

indicate that Indonesian law recognizes the validity of electronic contracts and standard clauses through the Civil 

Code, the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and their implementing 

regulations. However, the regulation of unilateral contract modifications, platform liability limitations, personal 

data processing, and dispute resolution clauses remains inadequate. Although Article 18 continues to provide an 

important legal basis for consumer protection, its effectiveness is constrained by unequal bargaining power, 

limited legal literacy, and weak regulatory oversight. Therefore, more adaptive legal reform is needed to 

strengthen consumer protection and ensure legal certainty in digital transactions. 
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Abstrak. Transformasi ekonomi digital mendorong penggunaan kontrak elektronik yang umumnya disusun 

dalam bentuk klausula baku. Meskipun meningkatkan efisiensi transaksi, penggunaan klausula baku berpotensi 

menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan 

isi kontrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan klausula baku dalam kontrak elektronik menurut 

hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022. Penelitian 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur 

ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah 

mengakui keabsahan kontrak elektronik dan klausula baku melalui KUHPerdata, UUPK, Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksananya. Namun, pengaturan mengenai perubahan syarat 

layanan, pembatasan tanggung jawab platform, penggunaan data pribadi, dan forum penyelesaian sengketa belum 

memadai. Pasal 18 UUPK tetap menjadi dasar perlindungan konsumen, tetapi efektivitasnya belum optimal akibat 

ketimpangan posisi tawar, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan 

pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital. 

 

Kata Kunci: Klausula Baku; Kontrak Digital; Pasal 18 UUPK; Perlindungan Konsumen; Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022. 

 
1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hubungan 

hukum dalam aktivitas ekonomi dari transaksi konvensional menuju transaksi yang 

diselenggarakan melalui platform digital. Transformasi tersebut mendorong penggunaan 

kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku 

usaha dan konsumen. Sebagian besar kontrak elektronik disusun dalam bentuk klausula baku 
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(standard form contract), yaitu perjanjian yang seluruh syarat dan ketentuannya ditetapkan 

terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima 

atau menolak kontrak tanpa kesempatan melakukan negosiasi. Pola persetujuan melalui 

mekanisme click-wrap agreement maupun browse-wrap agreement semakin mempertegas 

karakter sepihak dari kontrak digital tersebut (Putri, 2020, p. 305). 

Meningkatnya penggunaan klausula baku tidak dapat dilepaskan dari pesatnya 

pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang meliputi perdagangan elektronik (e-commerce), 

layanan berbasis aplikasi (on-demand services), serta teknologi finansial (financial 

technology). Dalam ekosistem tersebut, kontrak elektronik menjadi instrumen hukum yang 

memungkinkan pelaksanaan transaksi secara cepat, efisien, dan seragam (Arifin et al., 2021, p. 

143). Selain mengatur hak dan kewajiban para pihak, klausula baku juga mengakomodasi 

berbagai ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab, penggunaan data pribadi, 

mekanisme pengaduan, hingga penyelesaian sengketa. 

Meskipun klausula baku dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memberikan 

kepastian hukum, dan mempermudah pelaksanaan transaksi yang melibatkan banyak 

konsumen, penerapannya dalam kontrak digital justru menimbulkan persoalan perlindungan 

hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik masih banyak memuat 

klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, 

membatasi hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi, serta menetapkan prosedur pengaduan 

yang kompleks sehingga memperlemah posisi konsumen dalam memperjuangkan haknya 

(Abib et al., 2015, p. 122; Patria & Rokhim, 2025, p. 1743). Praktik tersebut berpotensi 

bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen (Pujiono, 

2021, p. 49). Di sisi lain, meskipun keberlakuan kontrak elektronik telah memperoleh dasar 

hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, kerangka regulasi tersebut belum 

mengatur secara komprehensif batas kewajaran penggunaan klausula baku dalam transaksi 

digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik 

kontraktual berbasis digital dengan pengaturan hukum yang berlaku, sehingga prinsip keadilan 

kontraktual dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya terwujud (Patria & Rokhim, 2025, 

p. 1743). Keterbatasan regulasi tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan transaksi 

elektronik. Arifin dkk. (2021, p. 143) serta Putranto dan Harvelian (2023, p. 40) 

mengemukakan bahwa implementasi perlindungan konsumen di ruang digital masih 

menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, persoalan autentikasi 
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elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif. Selain itu, 

kompleksitas bahasa kontrak dan panjangnya syarat layanan menyebabkan sebagian besar 

konsumen memberikan persetujuan tanpa memahami secara utuh konsekuensi hukum dari 

kontrak yang disepakati (Putri, 2020, p. 305). Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya 

inequality of bargaining power yang menurut teori perlindungan konsumen memerlukan 

intervensi negara untuk mewujudkan keseimbangan hubungan kontraktual (Pujiono, 2021, p. 

74; Y. Puspitasari, 2020, p. 297). 

Perdebatan mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak digital semakin 

mengemuka setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 yang 

menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK). Pengujian tersebut berangkat dari sengketa antara pengguna layanan transportasi 

berbasis aplikasi dan penyedia platform terkait klausula yang menetapkan forum penyelesaian 

sengketa tertentu sehingga dinilai membatasi akses konsumen untuk menempuh upaya hukum. 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penentuan forum 

penyelesaian sengketa merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mahkamah juga menegaskan 

bahwa penambahan atau perluasan jenis klausula baku yang dilarang merupakan kebijakan 

hukum (legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut 

mempertahankan keberlakuan Pasal 18 UUPK, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa 

pengaturan mengenai klausula baku dalam kontrak digital masih memerlukan penyempurnaan 

agar mampu mengakomodasi perkembangan transaksi elektronik. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas klausula baku dan perlindungan 

konsumen dari berbagai sudut pandang. Pujiono (2021) menilai bahwa klausula eksonerasi 

bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sedangkan Widhiyanti (2015) menunjukkan bahwa 

klausula dalam transaksi elektronik cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang tidak 

seimbang. Pada tingkat internasional, Twigg-Flesner (2020) menjelaskan bahwa mekanisme 

persetujuan digital, seperti one-click consent, dapat mengurangi pemahaman konsumen 

terhadap isi kontrak. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas 

Pasal 18 UUPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022, terutama 

terkait klausula forum penyelesaian sengketa dalam kontrak digital. Berdasarkan kesenjangan 

tersebut, penelitian ini menganalisis efektivitas Pasal 18 UUPK dalam melindungi konsumen 

dari penggunaan klausula baku pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menilai 

kesesuaiannya terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Kajian ini 

diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen 
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sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi kontrak elektronik di 

Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang memandang hukum sebagai 

suatu sistem norma yang meliputi asas, kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. 

Kajian ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait 

kontrak elektronik dan perlindungan konsumen, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan 

untuk mengkaji konsep kontrak elektronik, klausula baku, ketimpangan posisi tawar, 

kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan kasus diarahkan 

pada analisis putusan pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 

khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 (Santoso et al., 2025, p. 

33; Mochtar et al., 2021, p. 94). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer 

berupa peraturan dan putusan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil 

penelitian, serta pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun 

ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah menggunakan kata kunci standard 

clauses, electronic contracts, consumer protection, dan digital transactions. Selanjutnya, 

bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, 

dan sistematisasi norma, yang dilengkapi dengan content analysis untuk mengevaluasi 

pengaturan yang berlaku, menemukan potensi kekosongan hukum, serta merumuskan 

rekomendasi normatif guna memperkuat keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan 

perlindungan konsumen dalam transaksi digital. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaturan Klausula Baku dalam Kontrak Digital Menurut Hukum Positif Indonesia 

Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola pembentukan hubungan kontraktual 

dari model konvensional menuju kontrak elektronik yang diselenggarakan melalui sistem 

elektronik. Perkembangan tersebut menjadikan klausula baku sebagai bentuk kontrak yang 



 
 
 

e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 339-354 

 

dominan dalam transaksi digital karena mampu mendukung efisiensi, standardisasi, dan 

kepastian hukum pada transaksi yang melibatkan pengguna dalam jumlah besar (Prakasya et 

al., 2024). Dalam konteks ini, penggunaan klausula baku tidak lagi dipandang sebagai 

pengecualian dalam praktik bisnis, melainkan telah menjadi karakteristik utama kontrak 

elektronik pada berbagai sektor ekonomi digital. 

Dalam kerangka hukum Indonesia, klausula baku memperoleh pengakuan sebagai salah 

satu instrumen dalam pembentukan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Norma 

tersebut menjelaskan bahwa klausula baku merupakan ketentuan atau persyaratan dalam suatu 

perjanjian yang telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk 

kemudian diberlakukan secara mengikat terhadap konsumen (UUPK, 1999). Pengaturan ini 

menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku diperbolehkan sebagai bagian dari praktik 

bisnis. Namun, penyusunannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan hak dan 

kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, 

pengawasan hukum tidak ditujukan pada bentuk kontraknya, melainkan pada substansi 

klausula agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. 

Pengakuan terhadap klausula baku dan kontrak elektronik dalam sistem hukum 

Indonesia berakar pada ketentuan dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengatur syarat terbentuknya perjanjian 

yang sah, meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang 

diperbolehkan oleh hukum, serta menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 

mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (KUHPerdata, 

1847/1975). Selanjutnya, keberadaan kontrak elektronik memperoleh penguatan melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang 

menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak 

konvensional sepanjang memenuhi ketentuan sahnya perjanjian (Prakasya et al., 2024). 

Dengan demikian, persoalan utama dalam transaksi digital bukan terletak pada penggunaan 

teknologi sebagai sarana pembentukan kontrak, melainkan pada substansi klausula yang dapat 

menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. 

Rangkaian regulasi tersebut mencerminkan adanya komitmen hukum nasional untuk 

memberikan kepastian bagi penyelenggaraan transaksi berbasis digital. Meskipun demikian, 

pengakuan terhadap keabsahan kontrak elektronik tidak serta-merta menjamin terciptanya 
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hubungan kontraktual yang adil. Perlindungan terhadap konsumen tetap ditentukan oleh 

kewajaran substansi klausula yang digunakan serta efektivitas mekanisme pengawasan dan 

penegakan hukum dalam mengendalikan praktik kontraktual yang berpotensi merugikan pihak 

yang lebih lemah. 

Permasalahan utama dalam kontrak digital berkaitan dengan proses terbentuknya 

kesepakatan. Tidak seperti kontrak konvensional yang lazim diawali dengan negosiasi, kontrak 

elektronik umumnya disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha dalam bentuk standard form 

contract atau adhesion contract. Konsumen hanya dapat menerima seluruh syarat melalui 

mekanisme click-wrap agreement atau memilih untuk tidak menggunakan layanan tersebut. 

Dalam kondisi demikian, asas konsensualisme lebih banyak terpenuhi secara formal 

dibandingkan secara substantif. Twigg-Flesner (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengguna layanan digital tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan karena dokumen yang 

panjang, penggunaan istilah hukum yang kompleks, maupun keinginan memperoleh akses 

layanan secara cepat. Akibatnya, persetujuan yang diberikan melalui satu kali klik belum tentu 

mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap konsekuensi hukum yang timbul. 

Karakteristik tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara 

pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi 

kontrak, sedangkan konsumen tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengubah 

ataupun merundingkan klausula yang telah ditetapkan. Menurut Gani (2025), kondisi ini 

berpotensi melahirkan dwangcontract, yaitu kontrak yang secara formal memenuhi unsur 

kesepakatan tetapi secara substantif lahir dari hubungan hukum yang tidak seimbang. Oleh 

sebab itu, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital tidak dapat dipahami 

secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para 

pihak. 

Ketidakseimbangan tersebut semakin diperkuat oleh asimetri informasi. Dalam praktik 

transaksi digital, pelaku usaha menguasai informasi mengenai sistem elektronik, karakteristik 

layanan, pengelolaan data pribadi, hingga berbagai risiko yang mungkin timbul selama 

transaksi berlangsung. Sebaliknya, informasi yang diterima konsumen terbatas pada apa yang 

disediakan oleh platform digital. Harahap (2023) serta Irawan et al. (2025) menjelaskan bahwa 

kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam memahami hak, 

kewajiban, maupun risiko hukum yang melekat pada kontrak elektronik. Persetujuan yang 

diberikan akhirnya lebih didorong oleh kebutuhan menggunakan layanan daripada pemahaman 

yang utuh terhadap isi kontrak. 
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Ketimpangan posisi para pihak membuka peluang bagi pencantuman klausula 

eksonerasi yang membatasi bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha. Debora et al. 

(2024) menemukan bahwa sejumlah platform digital masih menggunakan klausula yang 

membatasi tanggung jawab atas kerusakan barang, kegagalan sistem, kehilangan data 

pengguna, maupun gangguan layanan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan 

pengalihan risiko bisnis kepada konsumen sehingga keseimbangan hubungan kontraktual 

menjadi semakin berkurang. 

Untuk mencegah kondisi tersebut, Pasal 18 UUPK menetapkan sejumlah pembatasan 

terhadap penggunaan klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang 

mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian barang atau pembayaran, memberikan 

kewenangan sepihak, ataupun memuat ketentuan lain yang merugikan konsumen (UUPK, 

1999). Pengaturan ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam sistem hukum 

Indonesia bukan merupakan prinsip yang bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dengan 

memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih 

lemah. 

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan orientasi hukum kontrak dari konsep 

klasik yang menitikberatkan pada freedom of contract menuju paradigma contractual fairness. 

Howells, Ramsay, dan Wilhelmsson (2022) berpendapat bahwa legitimasi kontrak modern 

tidak lagi cukup diukur dari adanya persetujuan formal, tetapi juga dari sejauh mana kontrak 

tersebut menghasilkan distribusi hak dan kewajiban yang adil. Dengan demikian, penilaian 

terhadap kontrak elektronik tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, 

tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan 

konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah 

menyediakan landasan normatif bagi penggunaan kontrak elektronik dan klausula baku dalam 

transaksi digital. Namun, pengakuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi atas 

setiap klausula yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Efektivitas pengaturan hukum 

tetap bergantung pada kemampuan regulasi menjaga keseimbangan antara efisiensi transaksi, 

kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, Pasal 18 UUPK 

memegang peranan penting sebagai tolok ukur untuk menilai apakah klausula baku masih 

sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 23/PUU-XX/2022 memberikan penafsiran baru mengenai hubungan antara kebebasan 

berkontrak dan perlindungan konsumen. 
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Efektivitas Pasal 18 UUPK dalam Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku 

pada Kontrak Digital Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap 

konstitusional sebagai dasar pengaturan klausula baku. Mahkamah menyatakan bahwa 

penentuan forum penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kebebasan berkontrak 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. Mahkamah juga menegaskan bahwa perluasan jenis klausula yang dilarang 

merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-

undang, bukan kewenangan Mahkamah sebagai negative legislator. Dengan demikian, putusan 

tersebut mencerminkan penghormatan terhadap prinsip separation of powers, di mana 

Mahkamah hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma tanpa membentuk norma 

hukum baru (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022). 

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen, 

pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab karakteristik hubungan kontraktual dalam 

ekosistem digital. Pertimbangan Mahkamah masih berangkat dari asumsi bahwa konsumen 

memiliki kebebasan yang memadai untuk menentukan apakah akan memasuki suatu hubungan 

kontraktual. Asumsi tersebut relatif sesuai dalam kontrak konvensional yang memberikan 

ruang negosiasi kepada para pihak, tetapi menjadi kurang relevan dalam kontrak elektronik 

yang hampir seluruhnya disusun dalam bentuk adhesion contract. Dalam praktiknya, 

persetujuan yang diberikan konsumen melalui mekanisme click-wrap agreement lebih 

merupakan syarat administratif untuk memperoleh akses terhadap layanan daripada hasil 

perundingan yang mencerminkan keseimbangan posisi para pihak (Twigg-Flesner, 2020). 

Implikasinya, keberadaan persetujuan formal tidak selalu identik dengan terwujudnya 

kebebasan berkontrak secara substantif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas 

Pasal 18 UUPK tidak cukup diukur dari tetap berlakunya norma setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya memberikan perlindungan 

terhadap konsumen dalam praktik kontrak digital. Dengan kata lain, putusan Mahkamah 

memang mempertahankan validitas norma yang ada, tetapi belum menyelesaikan persoalan 

mengenai kecukupan substansi norma tersebut dalam menghadapi perkembangan model 

kontrak elektronik yang semakin kompleks. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Pasal 18 UUPK setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi bukan terletak pada aspek konstitusionalitasnya, melainkan pada 

kecukupan pengaturannya (regulatory adequacy). Berbagai klausula yang berkembang dalam 
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praktik perdagangan digital, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan 

tanggung jawab platform digital, pengolahan data pribadi, serta klausula forum penyelesaian 

sengketa, belum memperoleh pengaturan yang spesifik dalam UUPK. Oleh karena itu, 

efektivitas Pasal 18 UUPK pada era ekonomi digital tidak hanya bergantung pada penafsiran 

pengadilan, tetapi juga memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi 

karakteristik kontrak elektronik kontemporer. 

Problematika Implementasi Pasal 18 UUPK dalam Kontrak Digital 

Meskipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan klausula baku yang 

merugikan konsumen, efektivitas penerapannya dalam transaksi digital masih menghadapi 

berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup 

untuk menjamin perlindungan konsumen apabila tidak diikuti oleh mekanisme penegakan 

hukum yang efektif, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan 

demikian, efektivitas Pasal 18 UUPK perlu dipahami tidak hanya dari aspek keberlakuan 

normanya (law in the books), tetapi juga dari implementasinya dalam praktik (law in action) 

(Harahap, 2023). 

Dari aspek substansi hukum, Pasal 18 UUPK pada dasarnya masih relevan sebagai 

instrumen pengendalian klausula baku. Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital telah 

melahirkan berbagai bentuk klausula yang belum diakomodasi secara eksplisit dalam ketentuan 

tersebut. Klausula mengenai perubahan syarat layanan secara sepihak (unilateral modification 

clause), pembatasan tanggung jawab atas gangguan sistem elektronik, pemrosesan data 

pribadi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pengambilan keputusan, 

hingga klausula forum penyelesaian sengketa merupakan contoh klausula yang semakin lazim 

digunakan dalam praktik perdagangan digital. Walaupun klausula-klausula tersebut masih 

dapat diuji berdasarkan prinsip umum perlindungan konsumen, ketiadaan pengaturan yang 

lebih spesifik menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Temuan ini sejalan dengan 

Prakasya et al. (2024) yang menilai bahwa regulasi Indonesia masih lebih berorientasi pada 

pengakuan legalitas transaksi elektronik daripada pengawasan terhadap substansi kontrak 

digital. 

Keterbatasan substansi tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan karakteristik 

kontrak elektronik yang hampir seluruhnya disusun dalam bentuk standard form contract. 

Pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi kontrak, sedangkan 

konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh syarat yang telah 

ditentukan. Dalam praktiknya, mekanisme click-wrap agreement menyebabkan persetujuan 
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konsumen lebih merupakan prasyarat administratif untuk memperoleh akses terhadap layanan 

daripada hasil proses negosiasi yang mencerminkan keseimbangan para pihak. Twigg-Flesner 

(2020) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan digital tidak membaca secara 

utuh syarat dan ketentuan kontrak karena panjangnya dokumen, kompleksitas bahasa hukum, 

serta kebutuhan untuk segera menggunakan layanan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat 

kesepakatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata tidak selalu diikuti oleh terpenuhinya prinsip 

keadilan kontraktual. 

Selain dipengaruhi oleh substansi hukum, efektivitas Pasal 18 UUPK juga ditentukan 

oleh struktur penegakan hukum. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme pengawasan 

administratif yang secara sistematis mengevaluasi syarat dan ketentuan yang disusun oleh 

penyelenggara platform digital sebelum diberlakukan kepada masyarakat. Akibatnya, 

pengawasan terhadap klausula baku lebih banyak dilakukan setelah timbul sengketa melalui 

mekanisme litigasi maupun penyelesaian sengketa konsumen. Model pengawasan yang 

bersifat represif tersebut menyebabkan fungsi preventif Pasal 18 UUPK belum berjalan secara 

optimal. Padahal, dalam transaksi digital yang melibatkan jutaan pengguna, perlindungan 

hukum akan lebih efektif apabila dilakukan melalui mekanisme pengawasan ex ante yang 

mampu mengidentifikasi klausula yang berpotensi merugikan konsumen sejak tahap 

penyusunan kontrak. 

Efektivitas perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. 

Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak konsumen belum memahami hak-haknya 

maupun konsekuensi hukum dari kontrak elektronik yang disetujui. Situasi tersebut diperburuk 

oleh penggunaan istilah teknis, struktur kontrak yang panjang, serta minimnya perhatian 

konsumen untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum memberikan persetujuan. Harahap 

(2023) menegaskan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu 

penyebab utama belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 18 UUPK tidak hanya 

bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk 

memanfaatkan perlindungan hukum yang telah disediakan. 

Di samping itu, hubungan kontraktual dalam transaksi digital masih ditandai oleh 

ketimpangan posisi tawar dan asimetri informasi. Pelaku usaha menguasai informasi mengenai 

sistem elektronik, algoritma layanan, pemrosesan data pribadi, serta risiko transaksi, sedangkan 

konsumen hanya memperoleh informasi yang disediakan melalui platform digital. Irawan et al. 

(2025) menunjukkan bahwa kondisi tersebut mengurangi kemampuan konsumen untuk menilai 

secara proporsional hak dan kewajibannya. Ketimpangan ini membuka peluang bagi 



 
 
 

e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 339-354 

 

pencantuman klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana 

ditemukan oleh Debora et al. (2024) pada sejumlah platform digital. Praktik tersebut 

bertentangan dengan tujuan Pasal 18 UUPK yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah 

pengalihan risiko bisnis secara tidak proporsional kepada konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa tantangan utama 

implementasi Pasal 18 UUPK setelah berkembangnya ekonomi digital tidak lagi terletak pada 

keberadaan norma hukumnya, melainkan pada kecukupan substansi pengaturan, efektivitas 

struktur pengawasan, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan 

perlindungan konsumen memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi 

perkembangan klausula dalam kontrak elektronik, pembentukan mekanisme pengawasan yang 

lebih preventif terhadap syarat dan ketentuan platform digital, serta peningkatan literasi hukum 

masyarakat. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar Pasal 18 UUPK tidak hanya memiliki 

daya berlaku secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan kontraktual dan 

kepastian hukum dalam praktik perdagangan digital. 

Evaluasi Efektivitas Pasal 18 UUPK dalam Perlindungan Konsumen atas Penggunaan 

Klausula Baku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 

Efektivitas suatu ketentuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya 

dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu 

mencapai tujuan pembentukannya melalui implementasi yang nyata. Lawrence M. Friedman 

menjelaskan bahwa keberfungsian sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu 

substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal 

culture). Kerangka ini relevan untuk menganalisis efektivitas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam mengendalikan penggunaan 

klausula baku pada transaksi digital. Secara normatif, Pasal 18 UUPK tetap memiliki peran 

penting karena membatasi penggunaan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku 

usaha, memberikan hak secara sepihak, menolak pengembalian barang atau pembayaran, 

maupun ketentuan lain yang merugikan konsumen (UUPK, 1999). Ketentuan tersebut 

menunjukkan upaya hukum untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi 

tawar lebih rendah dan tetap berlaku dalam kontrak elektronik yang telah memperoleh 

pengakuan melalui regulasi transaksi elektronik (Prakasya et al., 2024). Namun demikian, 

perkembangan ekonomi digital yang berlangsung secara dinamis telah melahirkan berbagai 

bentuk klausula baru, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan tanggung 

jawab platform digital, pengelolaan data pribadi, penggunaan sistem algoritma, dan penentuan 

forum penyelesaian sengketa, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam Pasal 18 UUPK. 
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Akibatnya, efektivitas norma tersebut masih menghadapi tantangan karena penerapannya 

sering kali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab kompleksitas hubungan 

kontraktual dalam ekosistem digital. 

Dari sisi struktur hukum, efektivitas Pasal 18 UUPK masih menghadapi berbagai 

kendala. Meskipun BPSK, BPKN, Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan memiliki 

kewenangan dalam perlindungan konsumen, pengawasan terhadap kontrak elektronik masih 

cenderung bersifat represif. Penegakan hukum umumnya dilakukan setelah timbul kerugian, 

sedangkan mekanisme penilaian terhadap syarat dan ketentuan platform digital sebelum 

diberlakukan belum berjalan optimal. Akibatnya, klausula yang berpotensi bertentangan 

dengan Pasal 18 UUPK masih banyak digunakan tanpa pengawasan preventif yang memadai 

(Debora et al., 2024). 

Dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat juga menghambat 

efektivitas perlindungan konsumen. Banyak pengguna layanan digital menyetujui kontrak 

elektronik tanpa membaca atau memahami isinya karena dokumen yang panjang, bahasa 

hukum yang kompleks, dan kebutuhan memperoleh akses secara cepat (Twigg-Flesner, 2020). 

Kondisi tersebut menyebabkan konsumen sering kali baru menyadari adanya klausula yang 

merugikan setelah sengketa terjadi. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum dan peningkatan 

kesadaran atas hak-hak konsumen menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 

18 UUPK (Harahap, 2023). 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022, keberlakuan Pasal 18 

UUPK tetap dipertahankan sebagai dasar pengendalian klausula baku. Mahkamah menegaskan 

bahwa penambahan jenis klausula yang dilarang merupakan kebijakan hukum (legal policy) 

yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga tantangan utama saat ini 

bukan lagi pada konstitusionalitas norma, melainkan pada kecukupan pengaturannya dalam 

merespons dinamika kontrak elektronik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-

XX/2022). Sebagai perbandingan, Uni Eropa mengembangkan perlindungan konsumen 

melalui pendekatan yang lebih preventif. Directive 93/13/EEC, yang kemudian diperkuat oleh 

Directive (EU) 2019/2161 dan Digital Services Act (Regulation (EU) 2022/2065), tidak hanya 

melarang klausula yang tidak adil, tetapi juga menekankan transparansi, akuntabilitas platform 

digital, serta pengawasan terhadap substansi kontrak sebelum menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen modern tidak hanya 

berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pencegahan sejak tahap penyusunan 

kontrak. 
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Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memberikan pelajaran bahwa pembaruan Pasal 

18 UUPK perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan jenis klausula yang dilarang, tetapi 

juga pada pembentukan mekanisme pengawasan preventif terhadap kontrak elektronik. 

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai klausula perubahan layanan secara sepihak, 

pembatasan tanggung jawab platform digital, pemrosesan data pribadi, penggunaan algoritma 

dalam pengambilan keputusan, serta klausula forum penyelesaian sengketa diperlukan untuk 

mengurangi ketidakpastian hukum. Selain itu, koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian 

Perdagangan, BPKN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu 

diperkuat agar pengawasan terhadap kontrak elektronik tidak hanya bersifat represif, tetapi 

juga preventif. 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Pasal 18 

UUPK tetap efektif sebagai dasar normatif perlindungan konsumen setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya terwujud 

dalam praktik karena belum tercapainya keseimbangan antara substansi hukum, struktur 

penegakan hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. 

Friedman. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas Pasal 18 UUPK memerlukan pembaruan 

regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kontrak digital, penguatan sistem 

pengawasan yang bersifat preventif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui 

pendekatan yang terintegrasi tersebut, perlindungan konsumen diharapkan tidak hanya 

menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan kontraktual dalam ekosistem 

ekonomi digital. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan 

landasan normatif bagi keberlakuan kontrak elektronik dan penggunaan klausula baku melalui 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta 

peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut mengakui keabsahan kontrak elektronik 

sekaligus menempatkan Pasal 18 UUPK sebagai instrumen untuk membatasi klausula baku 

yang merugikan konsumen. Namun, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai 

bentuk klausula baru, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan tanggung 

jawab platform digital, pengelolaan data pribadi, dan penentuan forum penyelesaian sengketa, 

yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam UUPK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

Pasal 18 UUPK tetap efektif secara normatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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23/PUU-XX/2022 karena tetap menjadi dasar pengendalian klausula baku, sementara 

perluasan jenis klausula yang dilarang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. 

Meskipun demikian, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara 

lain karakter kontrak digital yang bersifat take it or leave it, ketimpangan posisi tawar, asimetri 

informasi, rendahnya literasi hukum konsumen, serta belum optimalnya mekanisme 

pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan 

regulasi yang lebih adaptif, disertai penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan 

transparansi penyusunan klausula baku agar perlindungan konsumen dalam transaksi digital 

dapat diwujudkan secara lebih efektif. 

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam 

kontrak digital tidak lagi cukup bertumpu pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan asas 

kebebasan berkontrak, tetapi harus diarahkan pada terwujudnya contractual fairness melalui 

pengawasan terhadap substansi klausula baku. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat 

menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan 

konsumen agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital. 

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian selanjutnya 

disarankan menerapkan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk mengkaji implementasi 

Pasal 18 UUPK, tingkat kepatuhan penyelenggara platform digital, efektivitas pengawasan 

oleh otoritas yang berwenang, serta pengalaman konsumen dalam penyelesaian sengketa 

kontrak elektronik. Selain itu, penelitian komparatif dengan rezim perlindungan konsumen di 

Uni Eropa maupun negara-negara ASEAN diperlukan untuk merumuskan model regulasi yang 

lebih adaptif dan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. 
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